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uji syukur dihaturkan kepada Tuhaa Yesus Kristus atas segala
kebaikan dan kemurahan yang dikaruniakan kepada saya sepanjang
hidup saya. Tuhan terlalu baik buat saya. Buku ini ditulis dalam
sebuahperenungan untuk memberikan persembahan khusus kepada Tuhan
dalam kesempurnaarNYA yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami.
Buku ini merupakan hasil penelitian yarrg dikerjakan untuk
melaksanakan tri darma perguruan ti.gg. Namun terlebih di dalam konteks
saat ini, pergulatan atas upaya pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang (rruoney laundering) yang semakin hari semakin
menunjukkan tingkat kerumitanrrya. Eksistensi Lembaga pengawas dan
rengatur sebagaimana diamanatkan di dalam undang undang Nomor
S Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana
Pencucian u*g yang memberikan rasa dan pendekatan yang berbeda dari
-ngaturan sebelumnya.
Buku ini diterbitkan di dalam rangka perayaa-n Dies Natalis Univer-
.-ias surabaya (UBAYA) secara umum dan Fakultas Hukum secara khusus
=:rg ke-50 tahun, instansi tempat mendarmabaktikan pendidikan, pengeta-
-: 
-ar, dan kecintaan akan dunia pendidikan bagi generasi bangsa Indonesia
:=:--inta.
Ucapan terima kasih dihaturkan kepada semua pihak yang telah
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ierima kasih juga khusus untuk Marlina, S'H', M'Hum' danErly Aristo' S'H''
M.Kn. yurrg ,.rJrh banyak memberikan dukungan dengan menjadi tim yang
baik selama bekerja di Fakultas Hukum Universitas Surabaya' Untuk para
sahabat Wakii Dekan I dan Wakil Dekan Fakultas Multi Program periode
2015-Zlirgyangsudahsalingmendukung.semogaTuhanmemberikan
kekuatan dan kemurahan kepada bapak dan ibu semuanya. untuk semlla
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Kepada yang terhormat Prof' Dr' i'E' Sahetapy' S'H'' M'A' sebagai
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KAfrA PENGATITAK
T :*:f L:::"ffi i;:":;im,#',13?1il,}ilf:ffi #'":;
I-ffir";il terciptanyl kepatuhan' Regime yang dibangun tidak
saja menekankan pada ientingnya sisi pencegahan dan pemberantasan
dalamkontekspendekatanhukum'tetapijugameletalklnpadapentingnya
bangunan kepatuhan' Pada ketentuan 
pa'al1 angka 17 danPasal 1 angka 18
UndangUndangNomorSTahun2010tentangPencegahandanPemberan-
-:san Tindak pidana pencucian uang (disingkat uu PPTPPU), maka diten-
:.rkanmengenaimekanismepengawasankepatuhan.Tentusajahalinitidak
:apat dinafikan akan peran^aktil dari pihak pelapor, dan 
lembaga penga-
,'" 
.r. dan pengatur' Setaln itu juga di dalam berbagal ketentuan di dalam 
UU
:?TPPU,
Bangunan yang disajikan di dalam UU PPTPPU adalah bangunan 
ide-
.- :agaimana keterhirbungan pihak pelapor - lembaga pengawas 
dan pen-








- : e:-rgingat pad a peran baru pihak pelapor dalam keterlib"'""11t^n-11,'
."'_rfU/AMLini.Bukanhalyanglazimuntukdapatlangsungmenell-
*--.aibaru,yangpalingtidakakanmengubahkebiasaanyangduludi-
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rasakan sudah berjalan dengan enak (menurut pandangan pribadi). Namun
demikian Peran Pihak Pelapor menjadi sangat sentral dalam proses ini.
Proses pembentukan LPP juga tidak dapat langsung dilaksanakan
mengingat banyak hal yang dipertimbangkan. Hal tersebut dimaksudkan
bagaimana koordinasi maupun supervisi yang diciptakan untuk keberhasilan
rezim Anti Pencucian Uang yang efekti{ dan efisien. PPATK sebagaiFinancial
Intelligence Units (FIU) Indonesia bagaimanapun harus menjadi garda utama
dalam proses partisipasi yang dibangun oleh UU PPTPPU.
Buku ini hendak mengurai bagaimana pentingnya mekanisme
kepatuhan, yarrg selanjutnya berada pada tangan LPP serta Pihak Pelapor,
di samping PPATK. Koordinasi dan supervisi harus berjalan dengan
sangat baik karena banyak hal yang tidak akan dapat dilaksanakan tanpa
komunikasi, koordinasi, dan supervisi. Tindak Pidana Pencucian Uarrg
bukanlah suatu tindak pidana yang mudah diurai dan dikenali, apalagi
ditegakkan. Namun demikian diharapkan dengan rezim yang diadopsi
dalam UU PPTPPU, berdasarkan berbagai ketentuan Internasional, dapat
memberikan penguatan pada proses penegakan hukum anti pencucian
uang itu sendiri.
Semoga buku yang sederhana ini dapat memberikaa man{aat bagi para
pembaca yang memiliki keinginan yang sama untuk berperan aktif sebagai
warganegara yang baik dalam anti pencucian uang, yaitu dengan memiliki
pengetahuan lebih mengenai pentingnya rezim anti pencucian uang ini.
Buku ini tentu jauh dari sempurna, yang hanya berani menawarkan sedikit
perbedaan dengan pembahasan yang ada pada buku lainnya. Eksistensi dan
peran Lembaga Pengawas dan Pengatur pada Rezim Anti Pencucian Uang
diharapkan memberikan sumbangsih pada kekayaan khasanah pengetahuan
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' '-: :.Ir.t1cian uang merupakan salah satu jenis tindak
-. :-=rkeml-,ang dengan pesat sekaligus menimbulkan
. 
---'.r-. \'ans sangat membahaYakan apabiia tidak dicegah
.: 
- 
-:.r' tr:ntas. Trudak Pidana Pencucian Uang pada alvai
-r-': 
.eL.agai perbuatan yang tidak melanggar irukum,
: ---.,,:'.ir \allg mengandung resiko (bedriftresico). Namun
-:,' - --.'.r1{SiI menvadari bal-raya pencucian uang akibat
-', '=iaral narkotika, maka disepakati bahwa setiap upaYa
i ,'.rrs berasal dari Tindak Pidana Narkotia dinl'atakan
-,,. p i clana . LInite d N stiotts Co"troentiott Against lllicit Tr ffic in
. :',:lrctropics Strbstnnces atau YanB clikenal dengan Vierutn
' :-. arang setiap perbuatan pencucian vang dilakukan atas
, 
-ir bidang narkotika dar-r psikotropika. Konvensi tersebut
...si oieh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7
. 
- l Pengesahan Lhited Nations Cctn-oention Against lllicit
- 
., -g. itrttl Psyclntropic Substances 1988. Terkait dengan l-ral
-:l-1lrr-ani dan R. Narendra Jatna mengemukakan sebagai
-:'!q)-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak
-. r-r-Ler-tjadi pusat perhatian negara-negara maiu, seperti
' I, ang tergabung dalam G-8, terutama dalam konteks
Ii 
,u
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kejahatan peredaran obat-obatan terlarang (psikotropika dan narkotika).
Hal ini karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari
penyalahgunaan obat-obatan terlarang di masyarakat serta dampak
lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini kemudian menjadi
perhatian serius banyak negara unfuk melawan para pengedar obat-
obatan terlarang melalui hukum dan perafuran perundang-undangan
agar mereka tidak dapat menikmati uang'haram' hasil penjualan obat-
obatan terlarang tersebut.l
Money laundering atau pencucian uang merupakan skema tindak
pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk nrcnyamarkan asal-usul suatu
hasil tindak pidana. Dengan kata lain pencucian uang akan menghilangkan
jejak bahwa uang atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau orang
lain itu sesungguhnya berasal dari suatu tindak pidana. objek tindak
pidana pencucian uang sesunggur'nya adalah harta atau uang hasil tindak
pidana, dan eksistensinya adalah sebagai suatu tindak pidana lanjutan
(follow up crime). sebagai suatu tindak pidana lanjutaru maka tindak pidana
pencucian uang pasti membutuhkan adanya suatu tindak pidana asal, tetapi
hal tersebut tidak mutatis mutandis pembuktian ada atau tidaknya tindak
pidana pencucian uang bergantung dengan dibuktikan bersalahnya suatu
tindak pidana asal. Perspektif bahwa tindak pidaaa pencucian uang adalah
bersifat sui generis ditempatkan tidak saja secara teoritis, tetapi juga secara
praktik bahwa pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak bergantung
pada diputus bersalah atau tidaknya seseorang atas dasar suatu tindak
pidana asal.
Perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia juga
semakin pesat seiring dengan semakin canggihnya perkembangan
teknologi, yang memungkinkan para pelaku tindak pidana asal berupaya
sedemikian rupa menyembunyikan atau menyamarkan atau mengaburkan
asal usul atau keberadaan hasil tindak pidana asal. Pengaturan tentang
larangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2010 terrtang Pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana pencucian uang (selanjutnya disebut dengan UU PPTPPU),
1 Reda Manthovani dan R. Narendra ]akra. 2011. Rezim Anti Pencucian Uang dan Perole-


































TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
FT0NDY LAUNDERTNG)
hrt":i"::T*:#,#x"i:l:1,1ffi iJx"fiTiiilr*5il
IY lpiariu yang sifarnya unik. Tindak pidana ini tidak saja sulit
:,rahami karena sifat dan batasannya yang masih sangat abskak, tetapi juga
= 
-.sistensinya. Tind ak pidana pencucian uang disepakati secara internasional
-:agai ,.,ut., tindak pidurru yur,g berdiri sendiri (sui generis), sekalipuIr
:..ampemahamantidakmungkinadatindakpidanapencucianuangkalau
::ak ada suatu tindak pidana asai. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana
:":1:L1cian uang akan dilakukan hanya terhadap harta kekayaan hasil tindak
: ':ra asal. Dengan kata lain, proses pencucian uang sebenarnya hanya
:.:=i dilakukan atas hasil tindak pidana (proceeds of uime)'
Secara Internasional keberadaan tindak pidana pencucian uang
.',--rdakpidanaatashasiltindakpid.ana(proceedsofcrime)dibedakan
-.-.:ensi dan penamaannya. Hal tersebut dapat ditelusuri dari adanya
, -', 
=:rsi atau Peraturan perundang-undangan tentang 
Proceeds of crime'
" 
- , a iuga tentan g Moniy Laundering' Pada kenyataannya banyak negara
' 
---:: model p"r[u*ru,1 yang berbeda-beda' l]nited Kngdom memilih
' 
- ;- i,f an gkan P r i.ee ds of Crime Acf (POCA)' sedangkan Indonesia memilih
' -:=-.-:.*.an Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang'
-_i-:1aan tindak piaunu pencucian uang pada hakikatnya berkembang
*: :enggunaan pend ekatan follow the money'
Ga| 3
TIIE FfrTF
(FINANCIAL ACTION ?lAsr[s Fo.RCE)
DAN PERI{EMBANGANNTA
]":SEIARAHFINANCIALACTIONTASKSFORCE(FATF)
elaiui lama www .falf-gah.org, dijelaskan bahwasannya Financial
-\ction Tasks Force (yu"g kemudian disebut dengan FATF)
telah hadir cukup hlu. Pada awalnya FATF dibentuk untuk
:r qL:t::-\an perhatian dan solusi atas perdagangan global atas obat-obatan
,,r''' ,ilr.--a \amun saat ini FATF telah berkembang menjadi bagian dari
i * 
-r .=* meletakkan standar global untuk perwujudan perlindungan
{irii,iT 
--€1-rlasional dari resiko dan bahaya tindak pidana pencucian uang/
*:' ;;*; :,'ja-na pendanaan terorisme, perdagangan narkotika' psikotropika'
uirr: - rr;-:1 berbahaya lainlya, berbagai macam tindak pidana lainnya
ri- r .q:5.:-kin berkemban5 yang memerlukan perhatian dan komitmen
Iililrturt'ir, uis.' 
--r';-1 untuk upaya pencegahan dan pemberantasannya'
e,n.ji Buku 25 years and beyond' dapat dipahami lebih jelas
rlr*,rr-;.i- :agaimana eksistensi FATF, kesuiitan' pencapaiar; maupun
,lnn*rii;;r 
-:a\-a-upaya yarrg masih harus dihadapi mengingat 
tantangaa
,,,,111,1,1,1p *- i:t .besar. Saat ini negala-negara telah berusaha melaksanakan
r1F,r-arrL;,ir 
-:ara dan mengu*bit langkah-langkah yang penting untuk
ll|lrrl!'l1llrr'ri.1lrf: ;L.tem keuangan dari pelbagai pihak serta sarana apaPun
,iiriflIilr rrl?l-----:an melawan hukum. Hal tersebut terbukti dengan tidak
,*'Frilrlll :n=r:.sntinva perkembangan modus tindak pidana' dan semakin
$a5 4
I{EPAIUIIAN PEITYEDIA JASA
I{EUANGATT DAN PENYEDIA BARAITIG
DAN/AOAU JASA IIUNITTYA
fl sebasaimana telah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya,
lq.*r#han menjadi mekanisme yang sangat penting dalam rezim
J,} pencucian lra,.g,termasuk pula di Indonesla. Kepatuhan ini harus
d .:.:r dengan jelas oleh keberadaan Lembaga Pengawas dan Pengatur yang




r.d::a pencucian ur.g dan Pendanaan Terorisme menjadi pedoman'
il,i:,r*-=rendasi Nomor 26 memberikan kewajiban kepatuhan atas Regulation
,r; S,"rpervision, dengan penjelasan sebagai berikut:
J-.ttntries should gnsure that fmancial institutions are subject to adequate regu'
.i(lnaTLdsuperaisionandareeffictiaelyimplementingtheEATFRecommen-
;ions. competent autharities or financial superzsisors should take the neces-
.;t legal or regulatory measures to pteCIent ffiminals ot their associates from
",:.-lini, ar beiig thz bineficial oraner of, a significant or controllin.g interest, or
.,- 
.hing a ruanaYeffient funchon in, afinancial institution, Countries shouldnot
-,ri, the establishment, or continued 
operation' of shellbanks'
:.- 
.financisl institutions subject to the Core Principles, the regulatory 
and
.:.1.;71_tissry tneilsures that appry far prudentiar purposes, and which are also









ezimanttpencucianuang yang terlihat di dalamUu PPTPPU adalah
pada pelaksanaan fung,i teparuhan dari pihak pelapor' yang akan
cliawasi serta diniiai oieh Lembaga Pengawas dan Pengatur pPP)'
:'.:agaimana telah dijelaskan pada bab sebelulnnya' mekanisme O:':117
- - 
*o-------
-, ,Lg meniadi poin penting agar nasabah danf atau f"Pry":^1lt"i
:r:sinergi untuk menghasilku'' 
'"Ut"t1 
ketaatan dan penjatuhan sanksi
.:abila memang dibutrihkan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur apabila
=jadi pelanggaran.
Pengawasankepatuhan menj adimekanisme awalyangharus dilakukan
:hpihakpeiapor*bugui*unadimaksudkandidalamketentuanPasall
, 4ka17 dan 18 UU ppfppU' Mengenai Pengawasan Kepatuhan 
diatur di
- 
' arn ketentuan Pasal31 - Pasal33 UU PPTPPU'
Lembagal)engawasdanPengaturuntukPihakPelaporsebagaimana
::naksudkan dalam uu PPTPPU dapat dimengerti dari tabel sebagai
-.:ikut:







onsep wewenang yang terjadi dalam konteks Lembaga Pengawas
dan P"r-rgrtur sebagal*ut'' dikehendaki oieh UU PPTPPU' UU
Bank Indonesia, dan UU OIK sesungguhnya masuk dalam kategon
deiegasi. Pendelegasian tersebut ditentukan di dalam peraturan 
perundang-
undangan Yang berlaku'
Konstruksi distribusi kewenangan dan fungsi yang pertama adalah
sebagaimanayafisdimaksudkandidalamketentuanPasai30UUPPTPPU,
yaitudalamhalpengenaansanksiadministrasi.KetenluanPasai30UU
ppTppu memberikari konstruksi pembagian wewenang adalah dalam ha1
pengenaansanksiadministrati{.MemperhatikanketentuanPasai30ayat
(1) maka Lembaga Pengawas dan Pengaturlah yang akan melaksanakan
pengenaan sanksi adlinistratif' Namun demikian' PPATK masih
memilikikewenangansebagaimanaditentukanpadaayat(3)dan(4),yaitu
menentukan *"ngenui beniuk sanksi administratif yang harus dikenakan,
dan pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Kepala PPATK'
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